
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR I TAHUN 2008 

TENTANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI DAIRI, 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat I I  Dairi Nomor 1 1  

Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu disesuaikar 
.  .  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah, sehingga perlu diatur kembali dengan Peraturan 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daeran 

Kabupaten Dairi tentang Pajak Penerangan Ja lan ;  

1 .  Undang-Undang Nomor 15  Tahun 1964 tentang Perbentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat I I  Dairi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2689); 

2. Undang-Undang Nomor 18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun .  2000 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 9  Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan . Su.rat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nom or 1 0 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 9  Tahun 2000 tentang Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 19  Tahun 2000 tentang 

P.enagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,  Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 1 0  Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintehan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 200& tentang Perubahan 
O .  w  

Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambehan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 1 1 8 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor4138) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4138);  
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1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 1 8 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4576); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan atas - Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4593); 

1 2 .  Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dari (Lembaran 

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 125) ;  

1 3 .  Peraturan Daerah Kabpaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 

ter.tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomot 

05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);  

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIR! 

dan 
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Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Dairi. 

2. Bupati ada lah Bupati Dairi. 

PENERANGAN JALAN. 

BUPATI DAIRI 

MEMUTUSKAN :  
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Penwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi. 

5. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan. 

6. Pajak Daerah adalah iuran pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan 

kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunari daerah. 

7. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara. 

8. Pajak Penerangan Ja lan yang selanjutnya disebut pajak a:::lalah pajak yang 

dipungut atas penggunaan tenaga listrik. 

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 

kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, 

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak 

iaerah. 

r 

1 1 .  Masa pajak adalah jangka waktu yang l a m a r y a  sama dengan 1 (satu) bulan 

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapan dengan Peraturan Bupati; 

12. Tahun pajak adalan jangka waktu yang iamanya 1 (satu} tahun takwin, kecuali 

bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

takwim. 

13 .  Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah 

ini diwajibkan membayar pajak. 

14. Surat Pemberitahun Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SPTPD 

adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan 

dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
Perpajakan Daerah. 

15 .  Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD , adalah surat 

yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 

pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan cleh 
Kepala Daerah. 
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16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah jumlah 

ketetapan yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) berdasarkan perhitungan dan 

analisa. 

17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disingkat 

SPOPP.J adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan 

penggunaan tenaga listrik. 

18 .  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 0ayar yang selanjutnya disebut dengan 

SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

19 . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut 

dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas 

jumlah pajak yang ditetapkan. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut dengan SKPDLB 

adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

arena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak tidak terutang atau tidak 

seharusnya terutang. 

2 1 .  Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disebut dengan SKPDN adalah surat 

ketetapan pajak yang menetukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 

masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian lain tahun pajak menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

subjek dan objek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 

24. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah surai tanda bukti 

penyetoran atas penerimaan dari Wajib Pajak pada Bank yang 

ditunjuk/ditetapkan Bupati oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
Pembantu. 

25. Surat Tanda Bukti adalah bukti pembayaran pajak. 

26. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk 

melakukan penagihan pajak atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda. 
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27. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak selanjutnya disebut SPMKP adalah 

Surat Perintah yang dikeluarkan Bupati kepada Kas Daerah untuk 

mengembalikan kelebihan pajak epada Wajib Pajak. 

28. Putusan Banding adalah Putusan Sadan Penyelesaian Sengketa Pajak atas 

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan o leh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 

mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam ranga pengawasan 

eputusan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah . 0  

3 1 .  Penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daera yang teriadi serta 

menemukan tersangkanya. 

BAE I 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 

(1)  Dengan nama Pajak Penerangan Jaian dipungut Pajak atas penggunaan tenaga 

listrik; 

(2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia 

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah; 

(3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah 

penggunaan tenaha listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN. 

Pasa l3  

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah : 

• 
(1 )  Penggunaan Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah; 
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(2) Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-te: at yang digunakan oleh Kedutaan, 

Konsulat, Perwakilan Asing, dan Lembaga nbaga lnternasional dengan asas 

timbal balik; 

(3) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal ri bukan PLN dengan kapasitas 

tertentu yang tidak memerlukan lzin dari Inst si tknis terkait; 

(4) Penggunaan Tenaga Listrik lainnya yang dite pkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal4 

(1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau t dan yang menggunakan Tenaga 
• 

Listrik; 

(2) Wajib Pajak adalah.Orang Pribadi atau Be n yang menjadi pelanggan listrik 

dan / atau pengguna Tenaga Listrik; 

(3) Tenaga Listrik disediakan oleh PLN maka P- . ungutan Pajak Penerangan Ja lan 
.  . 

dilakukan oleh PLN. 

(4) Tenaga Listrik disediakan oleh bukan PLN. ka Pemungutan Pajak dilakukan 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang be enang. 

BAB l!I 

DASAR PENGENAAN DAN F PAJAK 

i 
I 

! 

f 
� 

I 

i 
[ 

I 

I .  
yang berlaku di wilayah yang bersangku: • J 

Pasai 5 

( 1 )  Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Ter )a Listrik; 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat t  li tetapkan: 

a. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari F I dengan pembayaran, Nilai Jual 

Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan bi a beban ditambah dengan biaya 

pemakaian KWH yang ditetapkan dalar kening Listrik; 

b. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari ' kan PLN dengan tidak dipungut 

bayaran, nilai jual listrik dihitung rdasarkan kapasitas tersedia, 

pengunaan listrik atau taksiran penggun . .  ri" listrik, dan harga satuan listrik 

I 

I 

(3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambang ninyak bumi dan gas alam, nilai 

jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud par yat (1) ditetapkan sebesar 30% 

(tiga puluh per seratus). 
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Pasal 6 

(1 )  Tarif Pajak yang menggunakan listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk 

industri ditetapkan sebesar 8 % (delapan per seratus); 

(2) Tarif Pajak yang menggunakan listrik yang bukan berasal dari PLN untuk industri 

ditetapkan sebesar 8 % (delapan per seratus); 

(3) Tarif Pajak yang menggunakan listrik yang berasal dari PLN, untuk industri 

ditetapkan sebesar 8 % (sembilan per seratus); 

(4) Tarif Pajak yang menggunakan listrik yang bukan berasal dari PLN ,  bukan untuk 

industri ditetapkan sebesar 8 % (sembilan per seratus); 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasa l7 

( 1 )  Pajak terutang yang dipungut berada di wilayah daerah tempat pengguna 

Tenaga Listrik; 

(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), 

(3) Dalam nal pajak dipungut oleh PLN,  maka besarnya pokok pajak terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah rekening 

listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. 

BAB V 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAH~AN PAJAK DAERAH 

Pasal 8 

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin. 

Pasal 9 

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi sejak diterbitkannya SKPD . 
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Pasal 10  

(1 )  Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi 

SPTPD; 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  harus diisi dengan jelas, benar 

dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasanya; 

(3) Wajib Pajak yang mengunakan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang 

diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  harus disampaikan kepada 

Bupati atau Pejabat lainnya yang dihunjuk sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku selambat-lambatnya 15  (lima belas) hari setelah 

berakhirnya masa pajak; 

(5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

C 

BAB VI 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

, 

r 
j. 

! 
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sendiri yang terutang; 

(2) Dalam jangka waktu 5 

dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB: 
· +  

b. SKPDKBT; 

C. SKPDN. 

(lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati 

Pasal 1 1  

( 1 )  Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0  ayat ( 1 ) ,  Bupati 

menetapkan pajak teruang yaitu dengan mencrbitkan SKPD; 

(2) Apabila SKPD sebagaimane dimaksud pada ayat ( 1 )  tidak atau kurang dibayar 

sctelah lewat waktu atau jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

SKPD diterima dienakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 

per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

Pasal 12  

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1 )  digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak 

l 
1. 

t 

0 
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(3) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 

(4) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum 

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per 

seratus) dari jumlah kekurangan pajak; 

(5) SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

0 

BAB V I I   

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 1 3  

•  

t  
t  

} 

I  
I  
I  

I  

(1 )  Pembayaran pajak dilakukan melalui bendaharawan khusus penerima/penyetor 

atau kepada petugas yang dihunjuk oleh epala Daerah sesuai waktu yang 

ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD; 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan dtempat lain, hasil penerimaan pajak harus 

disetor ke rekening Kas Daerah selamnbat-lambatnya 1 (satu) hari erja atau 

dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati; 

(3) Pembayaren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) dilakukan 

dengan menggunakan STS; 

(4) Tata cara pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  ayat (2) dan 

ayat (3) diatur leo ih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 14 

( 1 )  Pembayaran pajak dapat dilakukan sekaligus atau sebahagian, diangsur/dicicil; 

(2) Setiap pembayaran pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam 

Buku P e n e ri m a a n ;  

(3) Bentuk, jenis dan ukuran tanda bukti pembayaran serta B u k u  P e n e ri m a a n  Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 

mengangsur/mencicil pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan; 
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(5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda 
pembayaran pajak terutang dan pengurangan setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan sebagaimana tertera dalam SKPD; 

(6) Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah maksimal 
25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah yang tertera dalam SKPD. 

BAB VII I  

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 14 

( 1 )  Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai avwal 

tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran; 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis, _ w a j i b  pajak harus melunaskan pajak 

yang terutang; 

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang cejenis sebagaimana 

i dimaksud pada ayat (1 )  pasal ini, dieluarkan pejabat yang ditunjuk untuk itu. 
I 
t 

I 

] Pasal 1 5  

!  
;  
i  
•  
i  
i  

;  

I  
__ ! 

� 
t 

( 1 )  Apabiia pajak yang harus dbayar tidak di iunasi dalam janga waktu 

sebagaimana ditentukan daam surat-surat sebageimana dimaksud dalam Pasal 

14 maka pajak diraksud ditagih cngan Surat Paksa; 

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diterbitkan setelah lewat 21 

(dua pu luh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat 
lain yang sejenis. 

Pasai 16  

Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah dike'uarkannya Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5  Wajib Pajak belum juga melunasi pajak, 

maka Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 17 

Apabila dalam jangka waktu 10  (sepuluh) hari dikeluarkannya Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya, Bupati 

mengajukan permintaan pele langan ke Kantor Lelang Negara. 
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Pasal 1 8  

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat 
pelaksanaan lelang, Juru Sita memberi tahukan dengan segera secara tertulis kepada 

Wajib Pajak. 

BAB IX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 19  

( 1 )  Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, 
keringanan dan atau pembebasan pajak; 

(2) Tata cara pemberian pengurangan ,  keringanan dan atau pembebasan pajak 

sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB X 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasa l20 

( 1 ;  Bupati karena jabatan dan atau atas permohonan VWajib Pajak dapat : 

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya 

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam 

penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; 

c. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda 

dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan 
arena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan arena kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus disampaikan secara tertulis oleh 

Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang dihunjuk seiambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari sejak· tanggal diterima , disertai dengan alasan yang jelas; 

(3) Permohonan Wajib Pajak yang diterima berdasarkan pertimbangan alasan yang 

disampaikan, Bupati menetapkan/menerbitkan Peraturan selambat-lambatnya 3 

(tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima; 
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(4) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum 

juga mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan. 

BAB XI 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasa l21  

(1 )  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atas 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN; 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 )  harus 

disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 3 (tiga) buian sejak 

tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima, kecuali 

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
C 

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Dalam jangka waktu 3 (iga) bulan sejak tanggal permohonan keberatan 

diterima, Bupati harus menerbitkan keputusan; 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum juga 

mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap aikabulkan; 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tidak menunda 

kewajiban pembayaran. 

Pasal 22 

( 1 )  Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seteiah Wajib Pajak menerima keputusan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Wajib Pajak dapat rnengajukan 

banding kepada Badan Penyelesa1an Sengketa Pajak; 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  tidak menunda 

kewajiban pembayaran. 

Pasal 23 

Apabila pengajuan keberatan sebagaima dimaksud dalam Pasal 21 dan atau banding 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, 

kelebihan pernbayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak, ditarnbah dengan 

imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan . 
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BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

P a s a 1 2 4  

(1 )  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak kepada Bupati dengan menyebutkan : 

a. Nama dan alamat yang jelas dan pasti; 

b. Masa pajak; 

c. Besarnya kelebihan dan atau; 

d. Alasan-alasan lainnya. 

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan 

pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  Bupati 

harus menetapkan Keputusan; 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) telah lewat Bupeti 

belum juga menetapkan dan menyampaikan keputusan, maka kelebihan 

pembayaran ianggap dikabuikan dan paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan 

SKPDLB; 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, maka kelebihan 

pembayaran yang dikabulkan l a n g s u n g  diperhitungkan untuk m e l u n a s i  terlebih 

d a h u l u  pajak lainnya yang m a si h  terhutang; 

(5) Pengembalien kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan 

SPM KP ;  

(6) Apabila pembayaran kelebihan pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 

sebagaimana disebutkan pada ayat (5), d iber ikan -imbalan bunga sebesar 2 % 

(dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

Pasaf 25 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utarig pajak lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan 

pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang d ianggap sah sebagai bukti 

pembayaran. 
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BAB XIII 

K A D A L U A R S A  

Pasal 26 

( 1 )  Hak untuk melakukan penagihan pajak dianggap kadaluarsa apabila telah 

melampaui jangka waktu 5 (l ima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, 

kecuali apabila Wajjb Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 

daerah; 

(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 

kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ;  

(3) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditangguhkan 

apab i l a :  

a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau; 

b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak 

langsung. 

BA8 XiV 

BIAYA PEMUNGUTAN 

Pasa l 27  

( 1 )  Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 

5 %  (lima perseratus); 

(2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal28 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau danda paling banyak Rp. 

25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah; 
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(2) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 

Rp. 50.000.000,- (l ima puluh juta) rupiah; 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) merupakan 

Tindak Pidana Pelanggaran; 

(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) segala 

kerugian yang t imbu l akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini 

dibebankan kepada sipelanggar. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 29 

( 1 )  Penyidii<an dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi 

dengan Penyidik Polri; 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimasud daiam ayat (1 ) ,  

berwenang ' 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; 

d .  Mernanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

e. Mengamb i l sidik jari dan memotret seseorang; 

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat 

petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 

tersebut bahkan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum; 

dapat yang h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang : 

a. Pemeriksaan tersangka; 
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b. Pemasukan rumah; 
c. Penyitaan benda; 
d. Pemeriksaan surat; 
e. Pemeriksaan saksi; 
f. Pemeriksaan ditempat kejadian. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal30 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 
II Dairi Nomor 1 1  Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan 
dinyatakan tindak berlaku lagi. 

Pasai 31 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah i n i ,  sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan 

Bupati. 

Pasa l  32 

Peraturan Daerah ini m u l a i  beriaku pada tanggal d i u n d a n g k a n .  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan 

Daerah in: dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi. 

Ditetapkan di Sidikalang 
pada tanggal / Dteu6e 2008. 

M. P. TUMANGGOR 

DAIRI, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 
18 

Diundangkan di Sidikalang 
pada tanggal 3) se t6n  2008. 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN DAIRI 
NOMOR //' TAHUN 2008 

TENTANG 
PAJAKPENERANGANJALAN 

I. PENJELASAN UMUM 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan Undang Undang Nomor 22 

Tahun 1999 yang teiah diubah terakhir dengan Undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah besera perubahannya dan Undang Undang Nomor 

33 Tahun 204 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari 

Pendapatan As l i Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Dengan demikian Daerah 

diharapkan mampu melaksanakan otonomi, mengatur dan mengurus rumahtangganya 

sendiri. 

Memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 1 8  Tahun 1997 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 1 1  Tahun 

1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan. Peraturan Daerah ini 

menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikar pedoman kebijakan dan 

arahan da'am pelaksanaan perungutan pajak Penerangan Jalan sekaligus menetapkan 

pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur. 

Disamping itu mengenai tarif sebagaimana terdapat pada Pasal 5 Peraturan 

Daerah yang lama mengenai pengenaan tarif terjai perubahan scbagaimana terdapat 

pada Pasal 6 Peraturan Daerah yang baru yaitu pengklasifikasian menjadi tarif PLN untuk 

industri, tarif PLN bukan industri, tarif bukan PLN urtuk industri, tarif bukan PLN bukan 

industri. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 6 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas . 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasai 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
tp 

• Pasal 15 

Cukup jelas. 

• 
Pasal 16 

r 
2 Cukup jelas. t 
. 

; 

' Pasal 17 t 

i 
Cukup jelas. i 

r Pasal 18 

I Cukup jelas. 

Pasa! 19 l 

r 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
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Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Fasa! 26 

Cukup jelas. 

v Pasa! 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 
1 3 9  
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